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Artinya : "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekelilingmu, Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah
ampunan bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka
dalam urusan itu.” Kemudian apabila kamu telah membulatkan
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya“.
(Q. 5. Ali 'Tmran: 159)!

* Maksudnya adalah urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya. Seperti urusan
politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain.

' Al-Qur'an dan Terjemahannya (Madinah Munawwarah: Mujamma’ Khadim al-
haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd Ii thiba’at al-Mush-haf asy-Syarif, 1412 H), him. 103.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Ada beberapa aturan transliterasi atau penulisan ¢jaan kata Arab dalam
tulisan Latin. Walaupun demikian, seorang penulis harus konsisten menggunakan
sebuah aturan transliterasi. Untuk penulisan skripsi, Fakultas Adab jurusan SPI
menetapkan aturan transliterasi berikut ini sebagai acuannya, yaitu:

@=b d=dz b= Jd=1
=t w 5= gn é=m
&= Sz E= d=n
&=J =0 E=gh d=w
C=h O = sy A=t 2 =h
& =kh U4 =sh A@=q g=:
3 =g va=d d=y =y
Panjang=410 | Difiong ! =ay | Diftong 3 =aw | Tasyjid=yy/ww
Contoh:
1. Al-Ijtima@’ al-Insdni
2. Thagqdfiyydt, Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam
3. Sirah Muhammad karya Muhammad ibn Ishiq
4. Muhammad ibn Jarir al-Tabari penulis 7drikh al-Rusul wa al-Multik






BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jatuhnya Orde Lama, bubarmya PKI dan ormas pendukungnya, serta
melorotnya kekuatan PNI/Marhaenisme pada awal tahun 1966 sering ditafsirkan
sebagai kemenangan Islam, sehingga tidak mengherankan jixa di kalangan umat
Islam timbul harapan akan memainkan peranan besar kepemimpinan dalam era
baru atau yang kemudian disebut sebagai Orde Baru.' Segera tampak kesibukan di
kalangan umat Islam untuk mewujudkan sebuah wadah konsolidasi kekuatan
Islam yang belum tersalurkan dalam ketiga partai politik Islam yang ada, yaitu
NU, Perti dan PSIL’

Dengan gagalnya Gerakan 30 September/PKI, timbul gairah baru di
kalangan umat Islam Indonesia, khususnya dalam bidang politik. Hal ini ditandai,
misalnya dengan keinginan Bung Hatta mendirikan Partai Demokrasi Islam
Indonesia (PDII). Di lain pihak, pemerintah Orde Baru,. di_samping bertekad
mengadakan restrukturisasi kehidupan politik, menyadari bahwa aspirasi umat

Islam Indonesia belum semuanya tertampung dalam partai-partai yang sudah ada,

' Ridwan Saidi, “Dinamika Kepemimpinan Islam dalam Era Orde Baru”, dalam: Amien
Rais (ed.), Islam di Indonesia; Suatu Ikhtiar Mengaca Diri (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),
him. 125.

? Ibid. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) merupakan perubahan nama dari Partai
Syarikat Islam (PSI) yang sebelumnya bernama Syarikat Islam (SI) dan kemudian setelah berfusi
ke dalam PPP berubah lagi menjadi Syarikat Islam (SI). Nama SI dan PSII dipakai dalam skripsi
ini.



khususnya partai;partai Islam. Untuk itu pemerintalr Orde Baru membuka peluang
untuk dibentuknya partai baru, maka berdirilah Partai Muslimin Indonesia
(Parmusi), yang dideklarasikan pada tanggal 7 Met 1967.°

Orde Baru bagi pemerintah Soeharto dilahirkan sebagai reaksi sekaligus
“koreksi total” atas segala bentuk penyelewengan Orde Lama. Kenyataan ini
berarti bahwa Orde Baru dianggap sebagai era yang sama sekali “baru”, yang
bebas dari persaingan ideologis Orde Lama." Salah satu program pemerintah pada
masa awal Orde Baru adalah untuk melaksanakan pembaharuan politik,
berdasarkan TAP MPR Nomor XXII tahun 1966 yang menyebutkan perlunya
pembaharuan politik. Kekuatan politik pada masa Orde Baru diharapkan tidak lagi
berorientasi pada ideologi, tetapi pada program.”

Munculnya Orde Baru sekaligus membawa warna baru dalam dunia
perpolitikan Indonesia. Salah satu ciri yang menonjol di dalam periode
perkembangan partai politik pada masa Orde Baru adalah adanya penciutan
Jumlah partai politik. Pembaharuan politik ini akhimya mengerucut menjadi ide
tentang penyederhanaan jumlah partai dan membagi partai-partai yang ada
menjadi tiga kelompok, kelompok pertama yaitu kelompok spiritual material yang
menitik-beratkan program-programnya pada pembangunan spiritual, tetapi tidak

mengabaikan pembangunan material; kedua yaitu kelompok nasionalis atau

* Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hocve, 1993), him.84.

* Syamsuddin Haris, PPP dan Politk Orde Baru, dalam: Ridwan Saidi (ed.) (Jakarta:
Gramedia Widiasarana, 1991), him. 6.

¥ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Znsiklopedi Islam, him. 84.



kelompok material spiritual, yang menitik-beratkan program-programnya pada
pembangunan material, tetapi tidak mengabaikan aspek-aspek spiritual; dan ketiga
yaitu kelompok karya. Anjuran pengelompokkan ini pada dasarnya diterima oleh
semua partai politik, tetapi Partai Katholik dan Parkindo tidak bersedia
mengelompokkan dirinya pada kelompok spiritual material, mereka lebih senang
mengelompokkan dirinya dengan kelompok nasionalis.® Pada masa Orde Baru ini
tak ada alasan lain dari usaha penyederhanaan jumlah partai kecuali dalam rangka
mendukung ide mewujudkan stabilitas politik agar pembangunan dapat berjalan.”

Menurut pemerintah Orde Baru ketidakstabilan politik yang terjadi
sebelumnya disebabkan kesalahan sistem kepartaian. Hal ini menjadi alasan
utama pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan fusi partai-partai politik,
ditambah lagi munculnya peta kekuatan politik yang sama sekali baru pada masa
itu, yaitu kemenangan partai Golkar pada Pemilu 1971 yang didukung oleh
pemerintah. Hal ini akhirnya memaksa partai-partai yang kalah untuk berfusi.
Walaupun masing-masing partai politik kurang menyetujui adanya penciutan
jumlah partai, namun, tidak ada alternatif lain kecuali menerima fusi. Dari sini
sebenarnya sudah dapat diramalkan akan bagaimana nasib masing-masing partai
dalam proses integrasi masing-masing kekuatan yang merasa dirinya punya

hegemoni atau supremasi, tak ada yang lebih di atas yang lain.”

S Umaidi Radi, Strategi PPP 1873 — 1982: Suatu Studi tentang Kekuatan Politik Islam
Tingkat Nasional (Jakarta: Integrita Press, 1984), him. 76.

"M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut
(Jakarta: CV. Rajawali, 1983), him. 172. '

8 Ibid., hlm. 173.



Meskipun demikian, fusi partai-partai politik yang menjadi kehendak
pemerintah sebenarnya merupakan momentum tersendiri bagi partai-partai Islam
untuk menyatukan barisan. Berdasarkan hal itulah tampaknya yang menjadi
semangat K.H. Idham Chalid dan K.H. Masykur dari NU, H.M.S. Mintaredja dari
Parmusi, Anwar Tjokroaminoto dari PSII, dan Rusli Halil dari Perti tatkala
menandatangani deklarasi pembentukan Partai Persatuan Pembangunan pada 5
Januari 1973.°

Terlaksananya fusi partai-partai politik pada masa Orde Baru merupakan
sebuah keberhasilan yang sempat tertunda pada masa rezim sebelumnya. Jika
dikaji sejarahnya, rencana penyederhanaan jumlah partai politik sebenarnya sudah
dimulai sejak masa Soekarno. Hanya saja, saat itu masing-masing partai politik
masih demikian besar pengaruhnya, sehingga sulit mencari jalan bagaimana cara
menyederhanakannya, mengingat masing-masing partai politik merasa punya hak
hidup sesuai dengan aliran atau ideologinya masing-masing. i

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa masing-masing partai politik
kurang menyetujui perubahan sistem politik yang dicetuskan oleh pemerintah
Orde Baru. Hal ini pun terjadi pada Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), partai
yang dikenal sebagai pencetus pergerakan Islam di Indonesia. Sebagai partai yang
pernah besar pada masa jayanya, bahkan dalam beberapa periode pernah menjadi
satu-satunya partai politik yang diakui pada masa kolonial, dalam penulisan :

historiografinya kurang mendapat perhatian, terutama pada masa Orde Baru

® Haris, PPP dan Politk, hlm. 10.

19 Karim, Perjalanan Partai Politik, hlm. 172.



khususnya tahun 70-an, karena pada masa ini Partai Syafikat Islam Indonesia
sudah menjadi partai kecil, bahkan pada Pemilu tahun 1971, hanya mampu
menduduki posisi ke lima di bawah Golkar pada urutan pertama kemudian NU,
Parmusi, dan PNI.

Setelah pemilihan umum 1971 dan menjelang fusi, PSII mengadakan
Muktamar di Majalaya, Jawa Barat. Dalam Muktamar tersebut tidak diambil
keputusan sama sekali tentang penolakan fusi partai-partai. Akan tetapi, para
petnimpin PSII hasil Muktamar Majalaya yang juga berkedudukan sebagai
pimpinan pusat mengambil kebijaksanaan untuk menolak fusi. Keputusan para
pimpinan pusat ini menimbulkan pergolakan dalam tubuh PSlI, kemudian
terbentuklah “Tim Penyelamat PSII”. Setelah diadakan perundingan antara
pimpinan PSII hasil Muktamar Majalaya dan Tim Penyelamat PSII, akhirnya
disusun pimpinan PSII baru yang diketuai oleh Anwar Tjokroaminoto, sedangkan
pimpinan PSII hasil Muktamar dan Tim Penyelamat PSIl masuk dalam susunan
pengurus baru di bawah pimpinan Anwar Tjokroaminoto. Pimpinan PSII hasil
kompromi di bawah Anwar Tjokroaminoto menyetujui kebijakan pemerintah
Orde Baru untuk berfusi dalam satu partai politik baru bersama NU, Parmusi, dan
Perti.

Setelah Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) memfusikan kegiatan
politiknya ke dalam Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973
di Jakarta, maka PSII kembali berubah menjadi Syarikat Islam (SI) dengan tetap

melaksanakan tugasnya atau fungsinya dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial,



dan ekonomi.'' Dengan demikian, SI kembali kepada membina jama’ah yakni
dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang sesuai dengan program asas dan program
tanzhim. "2

Dari sini, perlu dikaji kembali tentang sikap dari Syarikat Islam, sebab
dalam hal ini ada dua kubu yang menamakan sikapnya sebagai perwakilan dari
sikap Syarikat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini perlu diadakan

untuk menjelaskan sikap Syarikat Islam yang sebenarnya.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada sikap Syarikat Islam terhadap kebijakan
pemerintah Orde Baru tentang fusi partai-partai politik dari tahun 1970 sampai
tahun 1977. Hal ini berdasarkan, bahwa pada tahun 1970 gagasan tentang fusi
partai sudah ada, yakni ketika Presiden Soeharto berpidato di hadapan sidang
MPR(S) pada tanggal 7 Februari 1970 mengimbau untuk memikirkan
kemungkinan dikelompokkannya partai-partai politik yang ada ke dalam
kelompok sekuler dan spiritual di samping Golongan Karya,'” tetapi fusi yang
sebenarnya adalah yang terjadi setelah Pemilu 1971. Adapun sebelum Pemilu
1971 bukanlah fusi yang sebenarnya, karena masing-masing partai memiliki hak

kepartaian penuh sendiri-sendiri, sehingga masing-masing menjadi kontestan

! Muhammad Abdul Gani, Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam (Bandung:
Bulan Bintang, 1984), him. 8.

' Mukhotim El Moekry, PSII — 1905 (Partai Syarikat Islam Indonesia) di Zaman Orde
Baru 1966 - 1998; Pengalaman dan Pemikiran Presiden Dewan Partai Dr. H. Bustamam, SH
(Jakarta: Lembaga Amar Ma’ruf Nahi Munkar, 2000), him.51.

3 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, him. 84,



dalam pemilu 1971. Sebenarnya antara partai yang satu dengan partai yang lain,
saling bersaing dalam perekrutan massa Islam pada kampanye Pemilu tersebut.
Kemudian, pemilu tahun 1977 adalah pemilu pertama yang diikuti oleh tiga
kontestan dari partai-partai politik setelah difusikan yaitu PPP, PDI dan Golkar.
Berdasarkan batasan masalah di atas, permasalahan yang dikaji dalam
studi int dapat dirumuskan sebagai bertkut :
1. Apakah landasan dan tujuan lahimya kebijakan tentang fusi partai-partai
politik?
2. Bagaimana sikap Syarikat Islam dalam menghadapi kebijakan pemerintah

Orde Baru tentang fusi partai-partai politik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk menjelaskan landasan dan tujuan pemerintah mengeluarkan
kebijakan tentang fusi partai-partai politik Islam.
2. Untuk menjelaskan sikap Syarikat Islam dalam menghadapi kebijakan
pemerintah Orde Baru tentang fusi partai-partai politik.
Adapun kegunaan dari penelitian 1ni antara lain:
1. Dapat memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi sosial politik
pada masa awal Orde Baru.
2. Menggambarkan peran politik dan eksistensi Syarikat Islam pada masa

awal Orde Baru terutama pada saat fusi partai politik.

" Muh. Kamsun, “Fusi Partai-partai Politik Islam Indonesia Tahun 1973: Sebuah
Analisis Scjarah”, Skripsi, Fakultas Adab TAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1992, him. 71.



3. Dapat menjawab kesimpangsiuran tentang sikap Syarikat Islam yang

sebenarnya tentang fusi partai-partai politik.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa referensi yang dapat dijadikan acuan dan menjadi bahan
perbandingan serta dapat mendukung penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

Sebuah artikel yang ditulis oleh Fachry Ali dan Igbal Abdurrauf Saimima
yang berjudul “Merosotnya Aliran dalam Partai Persatuan Pembangunan”, dalam:
Analisa Kekuatan Politik di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1995), membahas tentang
konflik-kontlik yang terjadi dalam Partai Persatuan Pembangunan sejak masa
awal pembentukannya sampai menjelang Pemilihan Umum 1982, sehingga
menyebabkan perpecahan dalam tubuh partai tersebut. Konflik-konflik vang
muncul dan menyebabkan perpecahan tersebut adalah sebagai akibat dari
perbedaan latar belakang sejarah dan kultur serta paham keagamaan vang dimiliki
oleh partai-partai pendukungnya. Setiap unsur yang menjadi pendukung partai ini
masing-masing -hanya memikirkan, keuntungan sendiri atas partai dan bukan
sebaliknya. Salah satu unsur pendukung partai tersebut adalah Syarikat Islam.
Disebutkan bahwa setelah Pemilu tahun 1971 PSII mengadakan Muktamar di
Majalaya yang menghasilkan duet kepemimpinan H. M. Ch. Ibrahim dan H.
Wartomo Dwidjojuwono sebagai Presiden Lajnah Tanfidziah dan Sekretaris
Jendral. Para pemimpin PSII ini menolak dilakukannya fusi partai-partai politik

Islam ke dalam PPP, dan akhirnya menimbulkan perpecahan di tubuh PSII, yang



melahirkan DPP tandingan yang diketuai oleh Anwar Tjokroaminoto. DPP
“tandingan” inilah yang menjadi unsur SI di PPP.

Skripsi M. Kamsun yang berjudul “Fusi Partai-Partai Politik Islam di
Indonesia Tahun 1973 (Sebuah Analisis Sejarah)” Skripsi Fakultas Adab IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta 1992, menjelaskan tentang sikap partai-partai politik
Islam terhadap ide fusi partai-partai politik yang dilontarkan oleh pemerintah
Soeharto pada tahun 1970, termasuk di dalamnya PSII. Dijelaskan bahwa PSII
menolak keras kebijakan pemerintah teisebut. Penolakan keras partai ini terhadap
fusi merupakan kebijaksanaan pimpinan pusat partai. Sikap pimpinan pusat ini
mendapat reaksi dari kalangan tokoh partai dengan membentuk pengurus PSII
baru di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh PSII yang setuju terhadap fusi dengan
alasan untuk menyelamatkan PSII dari tindakan pemerintah yang akan
membubarkan partai yang tidak setuju dengan ide pemerintah tersebut. Pimpinan
PSII baru inilah yang menyetujui dan menandatangani Deklarasi Pembentukan
partai baru gabungan NU, PARMUSI, PERTI, dan PSII sendiri.

Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan tentang 'atar belakang
dari sikap para pimpinan PSII antara yang menolak dan yang menerima
digabungkannya partai-partai politik. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan
sikap dari para pimpinan Syarikat Islam sebagaimana penelitian sebelumnya,
tetapi dalam penelitian ini diupayakan untuk menjembatani antara kedua sikap
tersebut, sehingga diharapkan dapat menemukan apa dan bagaimana sikap

Syarikat Islam yang sebenarnya tentang fusi partai-partai politik.
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E. Landasan Teori

Secara teoritis pemerintahan Orde Baru merupakan gabungan dari
perwakilan berbagai struktur masyarakat, yaitu mengikuti sistem banyak partai
(multi partai). Untuk dapat memahami proses pembuatan kebijakan dalam
pemerintah Orde Baru, digunakan pendekatan politik atau studi politik, yakni
berusaha memahami bagaimana keputusan-keputusan yang otoritatif atau sah
dibuat dan dilaksanakan dalam suatu masyarakat."
| Hal ini dapat dilakukan dengan menyelidiki berfungsinya lembaga-
lembaga politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, pemerintahan, dan
voting. Dapat pula dengan mempelajari sifat-sifat dan akibat-akibat dari praktek-
praktek politik seperti manipulasi, propaganda, dan kekerasan, atau meneliti
struktur tempat terjadinya praktek-praktek ini. Dengan menggabungkan hasil-hasil
penyelidikan itﬁ dapat diperoleh suatu gambaran kasar ten%ang apa yang terjadi
dalam setiap unit. Dari sini secara implisit terkandung pengertian bahwa masing-
masing bagian dari arena politik yang lebih besar itu tidak berdiri sendiri-sendiri,
tetapi saling berkaitan satu sama lain, Dengan kata lain, bahwa berfungsinya satu
bagian tidak akan dapat dipahami sepenuhnya tanpa memperhatikan cara
berfungsinya keseluruhan bagian-bagian itu sendiri.. Sifat.saling berkaitan atau
ikatan-ikatan sistemis dari kegiatan-kegiatan ini berasal dari fakta bahwa semua

kegiatan itu mempengaruhi cara pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan

'S David Easton, “Analisis Sitem Politik”, dalam: Mohtar Mas’oed dan Colin McAndrews
(ed.), Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), him. 4.
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otoritatif itu dalam masyarakat.'® Dengan demikian, kehidupan politik di sini
dipahami sebagai sistem kegiatan.

Sebagai sistem, maka untuk menjamin terus bekerjanya sistem itu harus
ada input. Input-input ini diubah oleh proses-proses yang terjadi dalam sistem itu
menjadi output dan selanjutnya output-output ini menimbulkan pengaruh terhadap
sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan di mana sistem itu berada.'’
Dengan demikian tampak jelas bahwa, input dalam bentuk tuntutan dan dukungan
serta output yaitu keputusan adalah titik kajian ilmu politik, yakni termasuk dalam
partisipasi politik, '* yaitu kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi
proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan

pemimpin pemerintahan." Lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini.

LINGKUNGAN
) | e}
N TUNTUTAN SISTEM | KEPUTUSAN =4
P DUKUNGAN » | poLimik | ATAUKEBIJAKSANAAN > p
v N 4 / u
T
LINGKUNGAN ¥

(Gb. 1. Proses pembuatan kebijakan dalam sistem politik)*°

1 Ibid.
'7 Ibid., him. 5.

¥ Maswadi Rauf, “Ciri-ciri Teori Pembangunan Politik: Kasus Partisipasi Politik”, Jurnal
Iimu Politik, No 8, 1991, hlm. 6. :

' Ramlan Surbakti, Memahami limu Politik (Jakarta: Gramedia, 1992), him. 118.

*° Easton, “Analisis Sitem Politik”, him. 5.
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Sedangkaﬁ untuk mengetahui sikap SI terhadap fusi digunakan pendekatan
tingkah laku (behavioral approach) yang memfokuskan penelitiannya pada
perilaku politik, baik individu maupun mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih
besar seperti organisasi-organisasi, kelompok elite, gerakan massal atau suatu
masyarakat politik.*! Pendekatan tingkah laku lebih banyak mengkaji interaksi
antara anggota-anggota masyarakat, baik dalam kelompok-kelompok maupun
secara perorangan, dengan penguasa politik. 2

Kaum behavioralis beranggapan bahwa pusat kehidupan politik adalah
proses pengambilan keputusan yang menghasilkan keputusan politik, yaitu
keputusan yang mengikat semua orang. Berdasarkan hal ini, setiap kegiatan
disebut kegiatan politik apabila kegiatan tersebut bertujuan mempengaruhi proses
pengambilan keputusan yang akan menghasilkan keputusan politik. ¥ Kaum
behavioralis pada umumnya tidak hanya meneliti perilaku dan kegiatan-
kegiatannya (uction), melainkan juga orientasi terhadap kegiatan tertentu seperti
sikap, motivasi, persepsi, evaluasi, tuntutan, harapan, dan sebagainya, maka
pendekatan ini_cenderung bersifat interdisipliner, Pendekatan,ini tidak saja
mempelajari dampak faktor pribadi tetapi juga dampak dari faktor sosial, ekonomi

dan budaya.**

2! Miriam Budiardjo, “Pendekatan-pendekatan dalam Ilmu Politik”, Jurnal Himu Politik,
No 1, 1986, him. 5.

22 Rauf, “Ciri-ciri Teori Pembangunan Politik”, him. 5.

» Keputusan politik mempuyai ciri, mengikat semua orang dan pemaksaannya didukung
oleh penggunaan kekerasan fisik secara sah. /bid.

H Budiardjo, “Pendekatan-pendekatan dalam Ilmu Politik™, hlm. 5.
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Secara umum teori pendekatan tingkah laku dapat digambarkan sebagai

berikut:
Alat Tujuan
Dukungan pada yang Keuntungan
Yang mengatur menang kelompok
Yang diatur Organisasi politik Kepentingan \

(Gb. 2 Model Behavioral dari Key)®
Fungsi-fungsi politik dalam model behvorial dari Key, keuntungan
kelompok diartikan sebagai kepentingan-kepentingan individu, yang pada
gilirannya diangkat oleh organisasi politik. Hal ini didasarkan pada pandangan
Key, bahwa kepentingan sendiri merupakan motivasi yang essensial dalam

206

politik.” Secara mikro, organisasi politik hanya sebagai alat untuk menyalurkan
kepentingan-kepentingan individu dan secara makro, faktor sosial politik pada
saat itu juga berpengaruh terhadap sikap yang akan dikeluarkan, karena itu untuk

mencapai tujuan tertentu yang tidak merugikan kelompok, dukungar pada yang

menang sangat dibutuhkan.

E. Metode Penelitian
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan

menganalisis peristiwa-peristiwa pada masa lampau. Oleh karena itu, metode

** David E Apter, Pendekatan Tingkah Laku dalam lmu Politik: Suatu Pengantar, terj.
Rahmawati dan Oberlin Silalahi (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1984), him. 41.

5 Ibid., him. 40-41.
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yang digunakan adalah metode historis,”’ yaitu proses menguyji dan menganalisis
secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan dari peristiwa yang terjadi di masa
lampau.”®

Adapun langkah-langkah metodis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:

Pertama, heuristik atau pengumpulan data, dalam hal ini penyusun
mencari sumber dan data yang relevan dengan topik permasalahan. Dalam
pengumpulan data dan sumber diprioritaskan penelusuran sumber primer yaitu
berupa buku-buku atau jurnal-jurnal yang ditulis ole.h orang-orang PSII atau orang
yang mengetahui dengan detail riwayat dan perjalanan politik PSIL. Penyusun
juga melakukan penelusuran sumber-sumber sekunder yakni berupa majalah-
majalah, koran-koran, buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan serta dapat
mendukung penelitian ini.

Kedua, verifikasi, dalam hal ini penyusun menguji dan menyeleksi data
dan sumber yang telah ada untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam
pengujian validitas sumber, untuk mendapatkan sumber-sumber yang otentik
dilakukan kritik ekstern mengenai keaslian data, yakni dengan melihat siapa
penulis sumber tersebut. 2 Kemudian kritik intern, yakni untuk menetapkan

kredibilitas atau nilai bukti yang terdapat pada sumber.*’

*" Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta:Logos Wacana llmu, 1999),
him. 54.

* Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta:Ul Press,
1985), him, 32.
# Abdurrahman, Metode Penelitian, him. 59-60.

3 Ibid., hlm. 61.
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Ketiga, interpretasi. Dalam tahap ini dilakukan analisis dan sintesis data
yang otentik dan kredibel yang berkaitan-dengan permasalahan yang diteliti.
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan politik, dalam arti, melihat segala
bentuk aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang
bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan
suatu bentuk susunan masyarakat. Dengan pendekatan ini dan sesuai dengan
landasan teoni di atas, maka akan dilakukan analisa terhadap berfungsinya bagian-
bagian dalam sistem politik dalam membuat kebijakan yang kemudian mendapat
tanggapan dari masyarakat.

Keempat, historiografi, pada tahap ini penyusun menyajikan karya ilmiah
yang sistematis dengan merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lalu melalui data
dan sumber yang telah didapat dan telah melewati tahap-tahap metode penulisan

sejarah, sehingga tersusun rangkaian fakta sejarah menjadi satu jalinan yang utuh.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan suatu hasil yang utuh (integreted), dan mempermudah
pemahaman._ terhadap hasil penelitian 1ini, maka disusunlah sistematika
pembahasan sebégai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang
masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan
pustaka/telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Pada bab ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi, sehingga
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dalam penyusunannya dapat dijelaskan secara sistematis sesuai yang telah
ditentukan.

Bab kedua menjelaskan tentang Syarikat Islam pada awal Orde Baru, yang
meliputi kondisi SI, aktivitas SI, dan sikap SI terhadap kelahiran Orde Baru.
Pembahasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan eksistensi Syarikat Islam pada
awal Orde Baru dan sikapnya terhadap kelahiran Orde Baru. Pada pembahasan
bab ini akan diketahui peran serta Syarikat Islam dalam proses kelahiran Orde
Baru dan hakekat kelahiran Orde Baru yang sesuai dengan keinginan rakyat pada
saat itu, sehingga dapat dijelaskan pada bab selanjutnya tentang tujuan dan cita-
cita Orde Baru serta latar belakang pengambilan kebijakan pemerintah Orde Baru
tentang fusi partai-partai politik.

Bab ketiga membahas Orde Baru dan kebijakan tentang fusi partai-partai
politik. Persoalan pokok yang dibahas dalam bab ini ialah tujuar dan cita-cita
Orde Baru, partai politik dan teori pengambilan kebijakan, fusi partai-partai
politik yang terdiri dari dua bagian yaitu fusi partai politik sebelum Pemilu tahun
1971 dan fusi partai-partai politik_pada tahun 1973, Bab ini bertujuan untuk
menjelaskan latar belakang pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan tentang
fusi partai-partai politik, dari pembahasan bab ini dapat diketahui maksud dan
tujuan politik Orde Baru, sehingga pada bab selanjutnya dapat dijelaskan respon-
respon partai politik pada saat itu terutama SI.

Bab keempat membahas respon Syarikat Islam terhadap kebijakan fusi
yang berisi tiga pokok bahasan yaitu perbedaan pendapat tentang fusi, Sl

bergabung dengan PPP, dan SI setelah fusi. Bab ini merupakan analisa
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pembahasan dari sikap SI terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru tentang fusi
partai-partai politik. Dalam bab ini diketahui respon dari SI terhadap kebijakan
politik Orde Baru tentang fusi partai.

Bab kelima, merupakan bab penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.
Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran berisi

suatu kritik dan saran yang membangun.



BAB Y

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian yang termuat dalam hasil penelitian ini,

maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Landasan dan tujuan lahirnya kebijakan tentang fusi partai-partai politik
adalah untuk menstabilkan kondisi negara yang pada saat itu telah terjad:
krists multidimensional. Untuk mengatast krisis tersebut, pemerintah
mengeluarkan kebijakan tentang fusi partai-partai politil.. Dengan
kebijakan tersebut diharapkan dapat memperbaiki keadaan pada saat itu,
dan tercipta kestabilan politik yang dapat mendukung pembangunan
disegala bidang sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh Orde Baru.

Dalam mensikapi kebijakan politik pemerintah Orde baiu tentang fusi
partai poh’tik., telah terjadi perbedaan pendapat dalam tubuh PSII, yaitu
kelompok yang menerima dan kelompok yang menolak fusi. Fust yang
cenderung -dipaksakan menyebabkan pimpinan PSIL menolak kebijakan
tersebut. Penolakan tersebut telah melahirkan pimpinan darurat di bawah
Anwar « Tjokroamineto dengan menamakan kelompoknya sebagai Tim
Penyelamat PSII, dan kelompok inilah yang menerima kebijakan tersebut.
Adanya perbedaan pendapat dalam mensikapt kebijakan tersebut telah
mengakibatkan perpecahan, sehingga dalam partai ini terdapat dua
kelompok yang mengatasnamakan PSIl. Namun, pada akhirnya kedua

kelompok tersebut menandatangani naskah pernyataan fusi partai politik

66
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pada tanggal 5 Januari 1973. Setelah fusi, kegiatan politik praktis PSII
disalurkan melalui wadah Partai Persatuan Pembangunan dan kedua kubu
PSII tersebut kembali berubah menjadi S‘I dengan tetap melaksanakan
tugasnya atau fungsinya dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan
ekonomi serta kembali membina jama’ah dengan dakwah amar ma’ruf

nahi munkar yang sesuai dengan program asas dan program tanzhim.

B. Saran-Saran

1.

o

Sebagai pelopor gerakan Islam di Indonesia, Syarikat Islam hendaknya
lebih mawas diri dan bisa belajar dari pengalaman, sehingga dapat
menyatukan barisan sesuai dengan program asasnya, yakni menciptakan
persatuan dalam umat Islam.

Skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan dan harapan untuk
memahami lebih dalam persoalan politik umat Islam Indonesia, terutama
persoalan politik yang dihadapi oleh S sebagai pelopor gerakan Islam di
Indonesia. Akan- tetapl penyusun telah berusaha untuk melakukan yang
terbaik dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan untuk para
peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih baik dan lebih

maksimal.
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